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1 1 Januari 2026 Rahma nur hidayah umum Website PPID Kepri - Data penyakit Dimensia pada Lansia di Kepulauan Riau Dan Batam Data Pelengkap Penyelesaian KTI Dinas Kesehatan  -  - - selesai

2 8 Januari 20206 Rasmin umum Website PPID Kepri

-

1. Data jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kepulauan Riau dari tahun

2023–2025 2. Data jumlah kasus penyakit Chronic Obstructive Pulmonary Disease

(COPD) di Kepulauan Riau dari tahun 2024–2025. 3. Data angka kematian

penyakit Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) di Kepulauan Riau tahun

2024–2025.

Penelitian Dinas Kesehatan  -  - - selesai

3 15 Januari 2026 Rasmin umum Website PPID Kepri

-

1. Data jumlah kasus 10 penyakit terbanyak di Kepulauan Riau dari tahun

2023–2025 2. Data jumlah kasus penyakit Chronic Obstructive Pulmonary Disease

(COPD) di Kepulauan Riau dari tahun 2024–2025. 3. Data angka kematian

penyakit Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) di Kepulauan Riau tahun

2024–2025.

Penelitian Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah Dinas Kesehatan  -  - - selesai

4 27 Januari 2026 Rahma Nur Hidayah umum Website PPID Kepri
-

Data terkait kasus depresi pada lasnia di kota Batam dan Data rumah sakit mana

yang paling terbanyak data nya

Data Pelengkap Penyelesaian KTI Dinas Kesehatan  -  - - selesai

5 1 Februari 2026 Ronny Paslan Media Samudera Kepri Website PPID Kepri - Permohonan Informasi Publik terkait LHP BPK RI Tahun Anggaran 2024 Kepada

Yth, Atasan PPID Utama / Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Kepulauan Riau di – Tanjungpinang kami mengajukan permohonan informasi dan

klarifikasi terkait temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor:

81.A/LHP/XVIII.TJP/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024. Adapun rincian informasi yang

kami butuhkan adalah sebagai berikut: 1. Tindak Lanjut Utang Belanja: Rincian

dokumen rencana aksi (action plan) dan jadwal pembayaran atas kewajiban

jangka pendek/utang belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar

Rp454.887.032.613,81 agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah. 2.

Identitas Temuan Perjalanan Dinas: Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) serta inisial/daftar nama pelaksana yang terlibat dalam temuan

perjalanan dinas tidak sesuai kondisi senyatanya (fiktif/mark-up hotel) senilai

Rp11.636.800,00 dan potensi Rp4.506.700,00. 3. Daftar Rekanan Proyek Fisik:

Nama-nama perusahaan penyedia jasa (kontraktor) yang bertanggung jawab

atas temuan kekurangan volume pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan (PUPP), Dinas PMD Dukcapil, serta Dinas ESDM. 4. Detail

Hibah Aset: Daftar lengkap 35 paket penerima hibah aset tetap (Jalan, Irigasi,

dan Jaringan) senilai Rp12.180.581.431,00 yang menurut BPK belum dilengkapi

dengan NPHD, BAST, dan SK Hibah yang sah. 5. Bukti Pengembalian Kerugian:

Salinan bukti setor (Surat Tanda Setoran/STS) ke Kas Daerah atas temuan-

temuan kelebihan pembayaran yang telah ditindaklanjuti oleh masing-masing

dinas terkait

Permohonan informasi ini bertujuan untuk

menjalankan fungsi Kontrol Sosial dan

Pengawasan Publik oleh media massa

- - - - 

(Diharapkan Pemohon dapat menyampaikan surat 

permintaan secara tertulis ke PPID Utama)

- selesai

6 5 Februari 2026 Firdaus umum Website PPID Kepri

-

Dokumen LKjIP Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017, 2018, 2019

(dalam bentuk salinan digital/PDF).

Informasi tersebut akan digunakan untuk

kepentingan pendidikan/penelitian/referensi

administrasi dan tidak bertujuan untuk

disalahgunakan. Sebagai bahan administrasi,

saya bersedia melengkapi persyaratan

tambahan apabila diperlukan sesuai

ketentuan PPID. Demikian permohonan ini

saya sampaikan. Atas perhatian dan kerja

samanya, saya ucapkan terima kasih.

Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral

 -  - - selesai

7 4 Maret 2026 Sofi Tahnia Fitri umum Website PPID Kepri

-

Jumlah penduduk menurut agama dan jenis kelamin per semester II tahun 2025 Sebagai kelengkapan data administrasi pada 

kanwil kemenag kepri

Dinas Pemberdayaan Masyarakatm

dan Desa, Kependudukan dan Catatan

Sipil

 -  -

- selesai

8 11 Maret 2026 Adriyansyah umum Website PPID Kepri - 1. Berapa jumlah ibu hamil maupun ibu bersalin tahun 2023-2025 

2. berapa jumlah kasus ibu hamil dengan Hyperemesis gravidarum (HEG) dikota

kepulauan riau (2023-2025) 

3. Berapa jumlah kasus Hyperemesis Grafidarum (HEG) dimasing-masing Daerah

diprovinsi Kepri? 

4. Data Komplikasi Kehamilan Tahun 2023-2025 

5. Data 10 penyakit terbanyak pada ibu hamil di kota Batam tahun 2024-2025 

6. berapa jumlah kasus ibu hamil dengan Hipertensi dikota kepulauan riau (2023-

2025)

7. Berapa jumlah kasus ibu hamil dengan Hipertensi dimasing-masing Daerah

diprovinsi Kepri?

Pembuatan Tugas Akhir (KTI) Dinas Kesehatan  -  - - selesai

9 12 Maret 2026 Fadhiel Muhammad Akbar umum Website PPID Kepri - Perkembangan Pelabuhan Sijantung sebagai aksesibilitas pariwisata, dll. Skripsi yang berjudul "Dinamika Kota Batam

Sebagai Kota Wisata Tahun 2007-2024"

Dinas Perhubungan - - - 

data pemohon tolong dilengkapi 1. identitas ktp 2. 

permohonan/ surat rekomendasi dari universitas yang 

bersangkutan ke dinas perhubungan prov kepri 3. 

data yang di pinta dalam penyusunan skripsi di dishub 

prov kepri 4. tujuan pengambilan data apakah ke 

dinas perhubungannya atau ke uptd kota batam 

dishub prov kepri 5. pengambilan data secara online 

apakah langsung turun ke uptd kota batam dishub 

prov kepri

- selesai

10 16 Maret 2026 Rizky Pratama umum Website PPID Kepri - Data informasi jumlah UMKM di Kota Tanjungpinang terupdate hingga tahun

2025/2026

Penelitian Skripsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah
- - - 

Yth. Saudara Rizky Pratama Sehubungan dengan 

permohonan informasi yang Saudara sampaikan 

melalui layanan PPID pada tanggal 16 Maret 2026 

terkait permintaan data jumlah UMKM di Kota 

Tanjungpinang yang terupdate hingga tahun 

2025/2026 untuk keperluan penelitian skripsi, bersama 

ini kami sampaikan bahwa: Data jumlah UMKM secara 

rinci pada tingkat kabupaten/kota pada prinsipnya 

dikelola dan diperbaharui oleh Dinas yang membidangi 

Koperasi dan UKM pada Pemerintah Kota 

Tanjungpinang sebagai perangkat daerah yang 

memiliki kewenangan langsung dalam pendataan 

pelaku usaha di wilayah tersebut. Oleh karena itu, 

untuk memperoleh data yang lebih akurat dan terkini, 

Saudara dapat mengajukan permohonan informasi 

kepada: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan 

Perdagangan Kota Tanjungpinang selaku instansi yang 

mengelola data dimaksud. Demikian tanggapan ini 

kami sampaikan. Atas perhatian Saudara kami ucapkan 

terima kasih. Hormat kami, Admin PPID Pembantu 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kepulauan Riau

- selesai

11 30 Maret 2026 Ronny Paslan Media Samudera Kepri email PPID Kepri - Permohonan Klarifikasi Temuan Dokumen DKP TA 2024-2026 menjalankan fungsi kontrol sosial pers (social

control) berdasarkan UU Pers
Dinas Kelautan dan Perikanan

   - - selesai

DAFTAR PERMOHONAN INFOMASI 

TAHUN 2026

Maret

April

Tanggal Permohonan Pemohon Informasi Rincian Permohonan PPID

Januari

Status

Februari

Tambahan Waktu

(Hari Kerja)Tujuan PermohonanIdentitas

Pemohon
Keterangan

Bentuk Permohonan
NO



12 3 April 2026 Ronny Paslan Media Samudera Kepri email PPID Kepri - Daftar Penerima Hibah Barang DKP TA 2024 menjalankan fungsi kontrol sosial pers (social

control) berdasarkan UU Pers
Dinas Kelautan dan Perikanan    - - selesai

13 22 April 2026 DPDTPI KOPAGAMNR LSM email PPID Kepri - mengajukan permohonan informasi terkait pengadaan pakaian dinas pada Badan 

Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 

2025.

Informasi yang Dimohonkan:

1. Dokumen perencanaan pengadaan pakaian dinas (PDH, PDL, dan jas safari).

2. Rincian spesifikasi teknis secara detail, meliputi:

a. Model pakaian (lengan panjang/pendek, jumlah saku, desain/standar seragam)

b. Jenis dan merek bahan kain (misalnya: American drill, tropical, atau lainnya)

c. Komposisi bahan (katun, polyester, campuran, dan persentasenya)

d. Standar kualitas/grade bahan

e. Detail jahitan dan aksesoris (kancing, resleting, bordir/logo, atribut)

3. Rincian harga satuan per stel untuk masing-masing jenis pakaian dinas.

4. Total anggaran dan volume pengadaan masing-masing item.

5. Data penyedia/vendor dalam pengadaan melalui e-purchasing.

6. Dasar pertimbangan pemilihan produk, spesifikasi, dan harga dalam katalog 

elektronik.

7. Dokumen kontrak/SPK serta realisasi pembayaran.

8. Dokumentasi/foto hasil pengadaan pakaian dinas (PDH, PDL, dan jas safari) 

yang telah diterima atau digunakan.    

Pelaksanaan hak masyarakat untuk

memperoleh informasi publik

Badan Keuangan dan Aset Daerah    -  selesai

15 29 April 2026 Edison umum Website PPID Kepri - Yth. Bapak/Ibu Pejabat Pengelola Informasi dan Data Saya Edison,S.AP., MPA.

berprofesi sebagai akademisi (dosen) dengan Nomor Induk Dosen Nasional

(NIDN:1030128601) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP

Universitas Maritim Raja Ali Haji. saat ini saya sedang melakukan riset akademik

terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan dengan judul "pengelolaan

berasama yang adaptive (adaptive co management) kawasan konservasi taman

wisata peraian wilayah timur pulau bintan". untuk kepentingan data riset ini,

kami memerlukan dukungan data terkait dengan : 1. LKjIP dinas Kelautan dan

Perikanan Tahun 2023-2025 untuk melihat capaian kegiatan konservasi 2. saya

membutuhkan jika ada data tentang perkembangan luasan restorasi dan

penanaman kembali hutan mangrove di kawasan konservasi TWP timur pulau

Bintan tahun 2022-2025 3. saya membutuhkan jika ada data tentang

perkembangan luasan restorasi dan penanaman kembali padang lamun (sea

grass) di kawasan konservasi TWP timur pulau Bintan tahun 2022-2025 4. saya

membutuhkan jika ada data tentang perkembangan luasan restorasi dan

pemulihan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi TWP timur pulau

Bintan tahun 2022-2025 5. saya membutuhkan jika ada data terkait prodiksi

perikanan laut Kepulauan Riau dan di kawasan perairan laut Kabupaten Bintan

tahun 2022-2025 6. saya memerlukan data anggaran yang dialokasikan untuk

pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Taman Wisata Perairan Wilayah Timur

Pulau Bintan tahun 2022-2026 Atas Bantuan dan tindaklanjut dari bapak ibu Kami 

ucapkan terimakasih.

permintaan data ini semata-mata untuk

kepentingan riset akademik dan

pengembangan ilmu pengetahuan. riset yang

sedang saya kerjakan terkait pengelolaan

kawasan konservasi perairan dengan judul

"pengelolaan berasama yang adaptive

(adaptive co management) kawasan

konservasi taman wisata peraian wilayah

timur pulau Bintan"

Dinas Kelautan dan Perikanan    - - selesai

16 7 Mei 2026 Ryan Anggria Pratama umum Website PPID Kepri - Adapun Rincian Informasi yang dimohonkan adalah: 

1. data jumlah kunjungan pengguna ke website kepriprov.go.id sejak tahun 2020

sampai 2025. 

2. inventarisir keluhan pada layanan pengaduan pada SPAN LAPOR tahun 2023. 

3. inventarisir masalah dan penanganan pada penyelenggaraan layanan SPBE

provinsi kepri tahun 2023

sebagai data pendukung untuk penyelesaian

penelitian terkait tata kelola digital diprovinsi

kepulauan riau.

Dinas Komunikasi dan Informatika  -  - selesai selesai

-

Mei

Yth. Bapakk/Ibu tim pengelola PPID Mohon bantuan nya untuk kebutuhan data

1. saya memerlukan dokumen LKjIP dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-

2025 2. saya membutuhkan jika ada data tentang perkembangan luasan

restorasi dan penanaman kembali hutan mangrove di kawasan konservasi TWP

timur pulau Bintan tahun 2022-2025 3. saya membutuhkan jika ada data tentang

perkembangan luasan restorasi dan penanaman kembali padang lamun (sea

grass) di kawasan konservasi TWP timur pulau Bintan tahun 2022-2025 4. saya

membutuhkan jika ada data tentang perkembangan luasan restorasi dan

pemulihan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi TWP timur pulau

Bintan tahun 2022-2025 5. saya membutuhkan jika ada data terkait prodiksi

perikanan laut Kepulauan Riau dan di kawasan perairan laut Kabupaten Bintan

tahun 2022-2025 6. saya memerlukan data anggaran yang dilakokasikan untuk

pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Taman Wisata Perairan Wilayah Timur

Pulau Bintan tahun 2022-2026 Atas Bantuannya Kami ucapkan terimakasih.

Yth. Bapak/Ibu Pejabat Pengelola Informasi dan Data Saya Edison,S.AP., MPA.

berprofesi sebagai akademisi (dosen) dengan Nomor Induk Dosen Nasional

(NIDN:1030128601) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP

Universitas Maritim Raja Ali Haji. saat ini saya sedang melakukan riset akademik

terkait pengelolaan kawasan konservasi perairan dengan judul "pengelolaan

berasama yang adaptive (adaptive co management) kawasan konservasi taman

wisata peraian wilayah timur pulau bintan". untuk kepentingan data riset ini,

kami memerlukan dukungan data terkait dengan : 1. LKjIP dinas Kelautan dan

Perikanan Tahun 2023-2025 untuk melihat capaian kegiatan konservasi 2. saya

membutuhkan jika ada data tentang perkembangan luasan restorasi dan

penanaman kembali hutan mangrove di kawasan konservasi TWP timur pulau

Bintan tahun 2022-2025 3. saya membutuhkan jika ada data tentang

perkembangan luasan restorasi dan penanaman kembali padang lamun (sea

grass) di kawasan konservasi TWP timur pulau Bintan tahun 2022-2025 4. saya

membutuhkan jika ada data tentang perkembangan luasan restorasi dan

pemulihan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi TWP timur pulau

Bintan tahun 2022-2025 5. saya membutuhkan jika ada data terkait prodiksi

perikanan laut Kepulauan Riau dan di kawasan perairan laut Kabupaten Bintan

tahun 2022-2025 6. saya memerlukan data anggaran yang dialokasikan untuk

pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah Taman Wisata Perairan Wilayah Timur

Pulau Bintan tahun 2022-2026 Atas Bantuan dan tindaklanjut dari bapak ibu Kami 

ucapkan terimakasih.

untuk keperluan riset akademik Dinas Kelautan dan Perikanan  - - 

Sebelum kami proses permintaan infomasi saudara,

mohon disampaikan identitas diri dan identitas

akademik saudara, terima kasih

selesai14 28 April 2028 Edison umum Website PPID Kepri -



17 13 Mei 2026 Selamat umum Website PPID Kepri - Assalamualaikum.. Salam Sehat dan Salam Bahagia Bapak/Ibu Aparatur Sipil

Negara WEBINAR NGOPITIME BPSDM PROVINSI KEPULAUAN RIAU* Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau menghadirkan Webinar

Ngopitime Series#44 Tahun 2026 dengan tema: "ASN Cerdas di Era Digital :

Mencegah dan Mengenali Kecanduan Internet, Obat Terlarang dan Judi Online "

Di era digital yang semakin berkembang cepat, Aparatur Sipil Negara (ASN) di

tuntut untuk menjadi pribadi yang cerdas, bijak dan berintegritas dalam

memanfaatkan teknologi informasi. Kemudahan akses internet memberikan

manfaat besar bagi peningkatan kinerja dan pelayanan public namun di sisi lain

juga membawa berbagai ancaman negatif seperti kecanduan internet,

penyalahgunaan obat terlarang dan maraknya judi online yang dapat merusak

moral, kesehatan, produktivitas serta profesionalisme ASN. Oleh karena itu,

penting bagi ASN untuk mengenali tanda-tanda dan bahaya dari perilaku

tersebut sebagai langkah pencegahan guna mewujudkan lingkungan kerja yang

sehat, produktif dan bebas dari pengaruh negatif di era digital 

mau nanya cara ambel sertifikat nya gimana 

....?

Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia

 -  - selesai selesai

18 22 Mei 2026 Seftiana Zelianti umum Website PPID Kepri - Permohonan data struktur organisasi dan jumlah pegawai di uptd ppd

tanjungpinang

Untuk proses penelitian skripsi di bab II

mengenai gambaran lokasi

Badan Pendapatan Daerah  -  - selesai selesai

19 2 Juni 2026 Amiratul Azkia Rahmi umum Website PPID Kepri - data berapa orang yang terkena kanker nasofaring dalam 1 tahun (rentang

waktu 2023-2025)  

data awal untuk penelitian RSUP Raja Ahmad Tabib  -  - - selesai

20 2 Juni 2026 Amiratul Azkia Rahmi umum Website PPID Kepri - 1. data kanker nasofaring di kepri dari rentang waktu 2020-2025 

2. data kanker nasofaring di batam dari rentang waktu 2020-2025 

data awal untuk penelitian Dinas Kesehatan  -  - - selesai

21 6 Juli 2026 Rahmat Hidayat umum Website PPID Kepri - Permohonan Informasi Publik Kepada Yth. Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dengan hormat, Saya

yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan informasi publik

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. Adapun informasi yang saya mohonkan adalah: Salinan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026. Rincian anggaran belanja

publikasi, kerja sama media, advertorial, jasa iklan, media cetak, media online,

televisi, radio, dan bentuk publikasi lainnya yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi

Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

Untuk memperoleh data dan dokumen resmi

sebagai bentuk pelaksanaan hak atas

informasi publik sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dinas Komunikasi dan Informatika  - - 

Pemohon tidak melengkapi identitas, diharapkan

pemohon melengkapi identitas diri sesuai dengan

peraturan PERKI NO.1 tahun 2021 pasal 27 ayat 3

- selesai

22 6  Juli 2026 Ronny Paslan Media Samudera Kepri email PPID Kepri - Permintaan Informasi Publik, Konfirmasi, dan  Hak  Jawab  Terkait  LHP  BPK  RI  

TA  2025

menjalankan fungsi kontrol sosial pers (social

control) berdasarkan UU Pers

Badan Keuangan dan Aset Daerah    - - selesai

23 7  Juli 2026 Ronny Paslan Media Samudera Kepri email PPID Kepri - Permintaan Informasi Publik, Konfirmasi, dan  Hak  Jawab  Terkait  LHP  BPK  RI  

TA  2026

menjalankan fungsi kontrol sosial pers (social

control) berdasarkan UU Pers

Badan Pendapatan Daerah    - - selesai

24 15 Juli 2026 Octhian Syah Reza umum -  Permintaan informasi publik terkait Belanja Hotel dan Belanja Publikasi  Pelaksanaan hak masyarakat untuk

memperoleh informasi publik

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan 

Menengah

   - - selesai

25 15 Juli 2026 Said Ahmad Syukri umum -  Permintaan informasi publik terkait Perizinan Berusaha The Residence Bintan Pelaksanaan hak masyarakat untuk

memperoleh informasi publik

Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

   - - selesai

26 27 Juli 2026 Ronny Paslan Media Samudera Kepri email PPID Kepri - Permohonan Informasi Publik, Dokumen Bukti Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI

(Rencana Aksi Lampiran 36)

menjalankan fungsi kontrol sosial pers (social

control) berdasarkan UU Pers

Dinas Pendidikan    - - selesai

Juni


